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BAB I 
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

       Pajak ialah pembayaran dari rakyat pada negara yang terutang oleh orang maupun badan dimana sifatnya memaksa. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007  Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 bahwasanya Pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan terhadap Negara oleh seseorang ataupun sesuatu yang dipaksakan oleh UU. Tidak ada pembayaran langsung, dan uang itu dipakai guna kebutuhan negara serta kesejahteraan rakyat. Artinya wajib pajak tersebut tidak mendapatkan hadiah secara langsung tetapi wajib pajak bisa menikmati beberapa fasilitas yang diberikan oleh Negara.
       Pemerintah Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber dari pendapatan utama negara dalam proses perkembangan pembangunan ekonomi. Hal ini bertujuan sebagai upaya menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mengkaji masalah kemandirian finansial suatu bangsa dan negara dalam pertumbuhan pendanaan. Sehingga proses pungutan pajak harus di efisiensikan dengan kondisi dan potensi dari perubahan proses pertumbuhan laju ekonomi setiap tahunnya.
       Potensi pemanfaatannya adalah untuk menelusuri sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri seperti pajak. Pajak termasuk sumber pendapatan jika sesuai; Karena SDA, terkhusus minyak bumi, tak bisa diandalkan tanpa batas waktu, pendapatan dari SDA mempunyai umur yang relatif singkat yang pada akhirnya akan habis serta tak bisa diperluas. Tidak seperti  pajak, bentuk  uang ini  tidak  memiliki  tanggal  kedaluwarsa;  Padahal, 

dengan bertambahnya penduduk, penerimaan negara dari sektor pajak juga akan bertambah.
       Di tengah kondisi yang tidak stabil sekarang, yakni masih adanya wabah pandemi Covid-19. Banyak sektor-sektor yang ikut terpengaruh, khususnya sektor perkonomian, sehingga pungutan negara berupa pajak ikut terdampak, dan   akhirnya menjadikan   pemasukan APBN negara dari sektor perpajakan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat program terobosan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional berupa paket kebijakan ekonomi seperti salah satunya insentif perpajakan, dengan dilakukannya insentif perpajakan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana khususnya para pelaku ekonomi bisa memperoleh keringanan dalam kondisi yang tidak stabil diakibatkan oleh pandemi Covid-19, serta peningkatan daya beli pada masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat menengah kebawah.
       Kebijakan pemerintah dengan menerapkan insentif pajak pada kondisi pandemi Covid-19 merupakan langkah baru yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak menjadi satu dari usaha dalam menekan perlambatan ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hal ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa Peraturan yang mengatur soal perpajakan wajib pajak di Indonesia. 1 Juli 2021, Pemerintahan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut, masyarakat serta dunia usaha bisa memanfaatkan insentif sampai Desember 2021. Insentif pajak wajib diberikan dengan cara selektif, dengan prioritas diberikan pada sektor-sektor tertentu yang tertahan serta membutuhkan bantuan lebih lanjut dari langkah pemulihan untuk mengubah kondisi kelayakan untuk memperoleh insentif. demikian isi dari pertimbangan PMK Nomor 82//PMK.03/2021.
       Satu dari perekonomian yang terkena dampak pandemi adalah sektor UMKM ataupun kependekan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimana kebijakan insentif pajak pada UMKM tertuang pada PMK Nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah akan menanggung PPh Final UMKM PP No 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan usaha, sampai dengan Desember 2020, penghasilan dari perusahaan yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu. Sektor UMKM sangat rentan didalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, dikarenakan sektor UMKM sangat berkaitan langsung dengan interaksi sosial dalam prosesnya, sementara dimasa pandemi Covid-19 saat ini untuk menekan mobilitas masyarakat diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, sehingga banyak pelaku usaha UMKM kesulitan mendapatkan pemasukan.
       (Agus Eko Nugroho, 2020) pada webinarnya berjudul “Dampak dari Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja UMKM” survei kajian cepat membuktikan “bahwa selama pandemi UMKM mengalami penurunan penjualan senilai 94,69% yang melibatkan 679 responden pelaku usaha, bahwasanya Profitabilitas perusahaan menurun secara signifikan sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi tetap atau bahkan sebagai akibat dari penurunan penjualan akibat wabah Covid-19. Bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan biaya bisnis lainnya telah meningkat sebagai akibat dari pandemi. Bahkan dampak jika pandemi terus berlangsung dan tidak ada respon serius dari pemerintah untuk melindungi ekonomi sektor UMKM bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang tutup.
       Langkah Pemerintah dengan menerapkan Insenitif Pajak yang bisa dimanfaatkan sektor UMKM diharapkan menjadi suntikan atas kenaikan pendapatan pelaku usaha UMKM, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang. Perlu dilihat juga bagi pelaku  UMKM di Kabupaten Tangerang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa, mengingat masih banyak juga kurangnya kesadaran kepatuhan perpajakan dan belum banyak diketahuinya program Insentif Pajak, menyebabkan belum optimalnya pelaku usaha UMKM memanfaatkan program Insentif Pajak.
       Hasil penelitian (Indaryani, Mamik et al., 2020), berbunyi “Pemanfaatan Insentif Pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan usaha serta Pandemi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap keberlangsungan usaha.” (Andrew, & Sari, 2021) juga mengemukakan hasil dari penelitiannya yang berbunyi Sosialisasi insentif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 mempunyai pengaruh pada kepatuhan para wajib pajak para UMKM, Tarif pajak mempunyai pengaruh pada kepatuhan para wajib pajak UMKM, Pelayanan fiskus mempunyai pengaruh pada kepatuhan para wajib pajak UMKM, Batas Waktu pelaporan pajak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM serta Sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
       Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui kebijakan insentif pajak dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk proses peningkatan pemulihan ekonomi UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang menurut KPP Pratama Tigaraksa sebagai regulator pajak di Kabupaten Tangerang serta menurut pelaku UMKM yang terdaftar di Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lalu yang berfokus kepada insentif pajak bagi pelaku  UMKM di Kabupaten Tangerang selama keadaan wabah Covid-19. Jadi, bergantung pada latar belakang, peneliti  mengangkat judul.:
“PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI PADA SEKTOR UMKM DI KABUPATEN TANGERANG”.
1.2 Pembatasan Masalah

       Masalah utama yang akan di kaji dan di analisis adalah menyangkut kebijakan pemanfaatan insentif pajak dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk proses peningkatan pemulihan ekonomi UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa.
1.3 Rumusan Masalah

       Berlandaskan pada batasan masalah di atas, sehingga penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah terdapat pengaruh kebijakan insentif pajak untuk proses peningkatan pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Tangerang?

2. Apakah terdapat pengaruh pandemi Covid-19 dalam proses penurunan pendapatan ekonomi UMKM di Kabupaten Tangerang?

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan kebijakan insentif pajak dan dampak pandemi Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Tangerang?

1.4 Tujuan Penelitian

       Berlandaskan rumusan – rumusan masalah yang sudah diuraikan, sehingga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :
1. Mengkaji pengaruh pemanfaatan kebijakan insentif pajak untuk proses peningkatan pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Tangerang.

2. Mengkaji pengaruh pandemi Covid-19 dalam proses penurunan pendapatan ekonomi UMKM di Kabupaten Tangerang.

3. Mengkaji pengaruh kebijakan insentif pajak dan dampak pandemi Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Tangerang.

1.5 Kegunaan Penelitian

       Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
a. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan insentif pajak yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya kebijakan insentif pajak yang dikaitkan dengan pandemi Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi sektor UMKM yang dapat dijadikan rujukan.
2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pemilik UMKM dalam mengambil keputusan dibidang perpajakan dan berbagai fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan kinerja bagian pajak dan keuangan pada sektor UMKM yang akan datang.
1

